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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam BAB 

II, maka penulis menyimpulkan bahwa : 

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dan 

melalui proses analisis dari data yang diperoleh, maka penulis 

menyimpulkan bahwa:  

1. Secara yuridis yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan 

Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Narkotika Anak adalah  

Pertimbangan Yuridis yang meliputi Undang-Undang No.35 Tahun 

2009 serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak sebagai acuan utama. Sedangkan Pertimbangan nonYuridis 

Hakim dalam menjatuhkan hukuman, menitikberatkan kepada rasa 

belas kasih serta hukuman yang pantas dan pas.  

2. Eksistensi Undang-Undang Narkotika sejauh ini belum 

mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang 

terlibat dalam perkara narkotika. Karena tidak ada satupun 

ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang secara 

spesifik mengatur hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika 
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(pelaku Anak). Masih harus dibantu oleh Undang-Undang 

Pengadilan Anak. 

3. Implementasi spirit perlindungan anak, dikaji dari undang-undang 

narkotika dalam pertimbangan putusan hakim tercermin dalam 

Pasal 60 ayat (2) sub c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

sudah menjawab hal tersebut. Bahwa upaya Negara (pemerintah) 

dalam melindungi generasi muda dari bahaya Narkotika sudah 

terlihat dengan jelas dalam pasal tersebut. Sekarang tinggal 

bagaimana usaha Hakim dalam menjatuhkan putusan yang pas dan 

pantas demi memenuhi rasa keadilan. Serta tanpa meninggalkan 

kepentingan terbaik bagi anak, termasuk kepentingan untuk 

dilindungi. 

B. Saran  

1. Bagi Hakim saran penulis adalah tetap dijalur yang sudah benar 

dan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun Hakim tidak 

boleh melupakan elemen yang juga penting yaitu mengikuti hati 

nurani. Jangan pernah mengikuti intervensi atau tekanan dalam 

pihak luar. Yang pada akhirnya membuat putusan tersebut menjadi 

tidak adil bagi si anak. 

2. Tetap memegang teguh prinsip bahwa anak tidak boleh dihukum 

penjara, karena akan mempengaruhi kondisi fisik, psikis dan 

mental mereka ke depan. Karena adanya stigma masyrakat umum 
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bahwa mereka adalah mantan narapidana. Hal itu merupakan beban 

yang sangat berat untuk ditanggung oleh anak-anak yang terjerat 

kasus penyalahgunaan Narkoba (Narkotika). 

3. Peran orang tua kembali menjadi faktor yang sangat penting. 

Dengan pola mendidik sang anak dengan baik, menanamkan ilmu 

agama sejak dini, perhatian yang penuh bagi anak dan mengawasi 

pergaulan anak. Semua pihak maupun elemen masyarakat harusnya 

terlibat dan berperan aktif dalam usaha pemerintah memberantas 

penyalahgunaan Narkoba (Narkotika). 
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